
 
BUPATI PASAMAN 

PROPINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PASAMAN 
NOMOR 47 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PERGESERAN ANGGARAN KEDUA SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PASAMAN, 
 

Menimbang 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

: 

a. bahwa dalam rangka mengakomodir agenda kegiatan yang telah direncanakan yang berkaitan dengan 

kepentingan Kabupaten Pasaman yang harus diikuti/dihadiri oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

diperlukan pergeseran anggaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman 

tentang Pergeseran Anggaran Kedua Setelah Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017. 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.   

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang - 

Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);    

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3988); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 



Lembaran Negara Nomor 5679); 

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001  Nomor 119, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 

Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 

153, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 48, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005  Nomor 137, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 138, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010  Nomor 110, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 150, Tambahan  Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 123, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5165); 

 



24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011  Nomor 59, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 244, Tambahan  Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 5950); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 244, Tambahan  Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 5950); 

27. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 73, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 106, Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor16); 



35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasaman Tahun 2017  Nomor 4). 
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 

Nomor 6 ). 
 

 

MEMUTUSKAN  

 
 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PEGESERAN ANGGARAN KEDUA SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2017. 

 
Pasal 1 

 
Pergeseran Anggaran Kedua Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 

2017 sebagai berikut : 

 
 

1. PENDAPATAN 

 
a. Pendapatan Asli Daerah 

Semula Rp.  135.311.751.279,00 

Bertambah/Berkurang Rp.                          -    

Menjadi Rp.   135.311.751.279,00 
 

b. Dana Perimbangan 

Semula Rp.  814.927.016.000,00 
Bertambah/Berkurang Rp.                          - 

Menjadi Rp.  814.927.016.000,00 

 
 



c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
Semula Rp.   84.615.428.137,00 

Bertambah/Berkurang Rp.                            - 

Menjadi Rp.     84.615.428.137,00 
 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.034.854.195.416,00 

2. BELANJA 
 

a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja : 

 
1) Belanja Pegawai 

Semula Rp. 454.507.565.909,68 

Bertambah/Berkurang Rp.                           - 
Menjadi                                 Rp. 454.507.565.909,68 

 

2) Belanja Hibah 
Semula Rp.     6.661.200.000,00 

Bertambah/Berkurang  Rp.                            -                        

Menjadi Rp.        6.661.200.000,00 

 
3) Belanja Bantuan Sosial 

Semula Rp.                             - 

Bertambah/Berkurang Rp.                             - 
Menjadi Rp.                   - 

 

4) Belanja Bagi Hasil 
Semula Rp.        1.058.595.964,00 

Bertambah/Berkurang Rp.                             - 

Menjadi Rp.         1.058.595.964,00 
 

5) Belanja Bantuan Keuangan 

Semula Rp.     98.093.329.900,00 

Bertambah/Berkurang Rp.                             - 
Menjadi Rp.    98.093.329.900,00 



 
6) Belanja Tidak Terduga 

Semula Rp.       1.350.000.000,00 

Berkurang Rp.                          - 

Menjadi Rp.       1.350.000.000,00 
 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 561.670.691.773,68  

 
b. Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja : 

 

1) Belanja Pegawai 
Semula Rp.     26.367.363.000,00 

Bertambah/Berkurang Rp.                              - 

Menjadi  Rp.    26.367.363.000,00 
 

2) Belanja Barang dan Jasa 

Semula Rp.   294.624.437.315,00 

Bertambah/Berkurang Rp.                            - 
Menjadi  Rp.  294.624.437.315,00 

 

 
3) Belanja Modal 

Semula Rp.    230.139.527.207,00 

Bertambah/Berkurang Rp.                             -           
Menjadi Rp.  230.139.527.207,00 

 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 551.131.327.522,00 
  
Jumlah Belanja                                                                                                                           Rp. 1.112.802.019.295,68 
 

                              Defisit Anggaran (1-2)                                                                                                   Rp.    (77.947.823.879,68) 

 

 
 



3. PEMBIAYAAN 
 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Semula Rp.  83.567.823.879,68 

Bertambah/Berkurang Rp.                              - 
Menjadi Rp.   83.567.823.879,68 

 
 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Semula Rp.        5.620.000.000,00 

Bertambah/Berkurang Rp.                             - 

Menjadi Rp.        5.620.000.000,00 
         

        Jumlah Pembiayaan Netto                                                                                                              Rp.  77.947.823.879,68     

               
       Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran                                                                                                 Rp.            - 

 

 
Pasal 2 

 

Penjabaran Pergeseran Anggaran Kedua Setelah Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada 
Lampiran Peraturan ini, yang terdiri dari : 

 

- Lampiran I dan 
Ia 

: Ringkasan Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Ringkasan 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan kelompok, jenis, objek dan rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

- Lampiran II : Penjabaran Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menurut urusan, 
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

 

 

Pasal 3 
 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pasaman. 

 

     
 

 

      
         Ditetapkan di Lubuk Sikaping 

         pada tanggal  18 Desember 2017 

 
          BUPATI  PASAMAN, 

  

  

 
 

         YUSUF  LUBIS 

 
 

Diundangkan di Lubuk Sikaping 

pada tanggal          Desember 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN, 

 
 

  

M. SALEH, SH, MM 

 
               

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR .....      


